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PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

|
|
l Komp. Perkantoran Tg.Agung Desa Sei. Mempura
| Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau
Telepon : (0764) 8001035 Faks : (0764) 8001035
Website : dpmptsp siakkab go id

INAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SIAK
NOMOR : 10/DPMPTSP-ILK/KPTS/2017

KEPUTUSAN KEPALA D

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN RENCANA PEMBANGUNAN JARINGAN PENGAIRAN
DAERAH IRIGASI RAWA TELUK LANUS (PENGGALIAN SALURAN PRIMER
SEPANJANG 3.061 METER) DI KAMPUNG TELUK LANUS KECAMATARN
SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU OLEH DINAS
PEKERJAAN UMUM TATA RUANG PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SIAK

® KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
. KABUPATEN SIAK,
Menimbang : a. bahwa berdasirkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomior 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, setiap
usaha dan/atzu kegiatan wajib memiliki Izin Lingkungan;

b. bahwa Kegiatan Rencana Pembangunan Jaringan Pengairar
Daerah Irigas: Rawa Teluk Lanus (Penggalian saluran primer
sepanjang 3.061 meter) di Kampung Teluk Lanus Kecamatar
Sungai Apit Kabupaten Siak, Provinsi Riau oleh Dinas Pekerjaarn
Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukimar
Kabupaten Siik merupakan kegiatan yang wajib memiliki lzir

Lingkungan;

c. bahwa berdasarkan Rekomendasi Dokumen Upaya Pengelolaar
¢’ Lingkungan can Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL
Kegiatan Rencana Pembangunan Jaringan Pengairan Daerah Irigas
Rawa Teluk lanus (Penggalian saluran primer sepanjang 3.06]
meter) di Kampung Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupater
Siak, Provinsi Riau Nomor 660/DPMPTSP/UKL-UPL/18/2017%
tanggal 29 November 2017,

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf z
huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Izin Lingkungan dengar
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanar

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumbe
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahus
1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3419);
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C e Unddang Nomar 63 Tahuan 1999 dentang  Pembentukan
Poobivpate e P falawii, Babnjpaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
P, it Bk, falhwpaten Barimun, Kabupaten Natuna,
P bt lvantan Blging tan kota Huluu_u (Lembaran Negara
o pobailse Fdvriesia faliun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Hepibilil ndanesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
b b rapia beali denipgan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2008
ntang Perubalian ketiga Atas Undang Undang Nomor 53 Tahun
[0us tentang Pembentulkan Kabupaten  Pelalawan, Kabupaten
Wolean Hulu, babpaten Rolan Hilie, Kabupaten Siak, Kabupaten
Wartmu, Kalwipaten Natunag, Kabupaten Kuantan Singingl dan
ot Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tamhahan  Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nemar AHKs0),

3, Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penanaméan Modal
(Lembaran Negara Republile Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
‘ (Lembaran Negara Republil Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Leiiharan Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan  angkupgan  Hidup  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tal un 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republile Indonesia Nomor 5059 ),

6, Undang-Undeng Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang undangan  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Talun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234)

7, Undang Undeng Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahon Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
‘-, sebagaimanns elah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang
v Nomor 9 Tahan 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

B, Peraturan Perierintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagiar
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daeral
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembarar
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izir
Lingkungan (embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 48, Tainbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5285),

10 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
(Berita Negarn Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990), '
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Menetapkan

KESATU

Perat n M ern Negara | gkungan Hidup Nomog Valivine 20}
¢l | R An Usaha lan, atau hegiatan Yang Wanl
Ao A Ana s Mengena PDampak Lingkungan Hidup (Been
Negara Republ k Indonesia | thun 2012 Nomor 408)

eraturan M et Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 201
lan Tat Laksana Pendaman dan Pemerniksaan Dokumes

} iup serta Penerbitan lein Lingkungan (Herita Negas

!

!

l

Repubhik Ind esia Tahun 2013 Nomor 1256)

| 3. Keputusan M: ntenn Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahui
2008 tentang ta Kera Komisl Penilar Analisis Mengenal Dampal

Lingkungan H dup

14 Peraturan Da« rah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentany

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hial

(Lembaran Da: rah Kabupaten Siak Tahun 20160 Nomor M)

5. Peraturan Bujati Siak Nomor 1| Tahun 2017 tentang Pelimpalian
Sebagian Kew: nangan Penandatanganan Naskah Periginan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Ferpadu Halu
Pintu Kabupa *n Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 201,

Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK TENTANG
IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN RENCANA PEMBANGUNAN
JARINGAN PENGAIRAN DAERAH IRIGASI RAWA TELUK LANUS
(PENGGALIAN SALURAN PRIMER SEPANJANG 3,061 METER) DI
KAMPUNG TELUK LANUS KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN
SIAK, PROVINS! RIAU OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM TATA
RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN SIAK.

lzin Lingkungan cberikan kepada :

Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang
Perumahan Rakyat dan  Kawasan
Permukiman Kabupaten Siak

Tengku Amri, ST

Kegiatan Rencana Pembangunan
Jaringan  Pengairan  Daerah  Irigasi
Rawa Teluk Lanus (Penggalian saluran
primer sepanjang 3,001 meter)

1. Nama

2. Penanggung . wab
3. Bidang Usaha

4. Alamat Kantoi o Komplek Perkantoran Pemda Tanjung
Agung, Kelurahan Sungal Mempura,
Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak

5. Lokasi Kegiat: n o Kampung  Teluk  Lanus  Kecamaton
Sungal Apit Kabupaten Siak, Provinsi
Riau,
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Co Dvemleripmd e dm Ko gimtbng Wagimirh BPeppibkimi ot ih iwod
dutingan  Penguiven  1inecrsd)  15ges
Wawn Toliik 1anis (Vergupius salliis
PO sefmiang VA eisry
Kamignang  Teluk  Ianiis Ko wininiont
Biripmi A]ru' Woaibrtigoad by Sink, Ve
Wiati leh 1inas Pekeyjunn Uitim 7§ sis
it Vervimmahinh Wik iyt Amn
Kiswanity Vermikiman Kelrgmisry Sk

KEDUA  Runtg Ungleap keciatan dalam 1zin Lingkongmn sebmginisis o5 s
pada Diktum KISATU mencakiup kegintan yang arcaniam Galsm
Rekomendasi Dol amen Upaya Pengelolang Iangkungan Asn Lgmyn
Pemantounn i akunigan (UKL- UM  Mencans  Vemlmnginesn
Jaringan Pengair i Daeral Irignst Mawa Telak 1anis L7 7
saluran primer copanjang 5061 meter) di Kampring Tehik Lanue
Kecamatan Sung | Apit Kalipaten Sk, Proving Wiaw kb Irinss
Pekerjaan Umun Tate Wuang Perumahian  Makynst Aun Kawswist)

Permuldman Kabpaten Sink,

KETIGA ¢ Dinas Pekerjaan | mum Tata Ruang Perumahan Wakyast dan Kawasash
Permuldman  Ka upaten Sk dalam  melaksanakan kegatannys
harus memenubi sersyaratan memiliki:

1. lzin perlindu gan dan  pengelolaan lingungan  bidup  antuk
tahapan konstrukst  dan  operasi  yaitu  1Zin  penyimpanan
sementara lin bah bahan berbahaya dan beracun; dan

2. lzin usaha din/atau fzin lainnya yang terkait dengan kegiatan
usahanya,

KEEMPAT ¢ Dinas Pekerjaan | mum Tata Ruang Perumahan Ralkyat dan Kawasan
Permukiman Kalupaten Siak dalam melaksanakan kegatannys
harus memenuhi ewajiban sebagsi berikut:

0. melakukan pongelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam
Dokumen Up.ya Pengelolaan Lingkungan dan Upays Permantauan
Lingkungan (UKL-UPL) meliputi persyaratan standar, dan baku
mutu lingkurgan dan/atau kriteria kerusakan lingeungan sesuza)
dengan peral iran perundang-undangan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini;

b, menyampaik: n laporan pelaksanasn persyaratan dan kewajivan
schagaimana dimaksud dalam dokumen dan matrik Dokumen
Upaya Pengelolaan  Lingkungan dan  Upaya Pemantzuan
Lingkungan  (UKL-UPL), setiap 6 (enam) bulan sekali sejak
Keputusan in ditetapkan;

c. melakukan koordinasi dengan instansi teknis di Kabupaten
maupun Provinsi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;

d. mengupayalk: n prinsip prevention, reduction dan 28 frecycdle.
reuse dan rec svery) terhadap limbah limbah yang dibasilkan. k

C. pfvngclnlnan limbah bahan berbahaya dan beracun akar
dimanfaatkar dan atau diserahkan kepada pihak ketigs yang
memiliki izin sesuai peraturan perundangan;

[ menerapkan  Standard ating  Proced
e Operating ure (SOP) pengelolaar
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g. melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah,
masyarakat setempat sebelum kegiatan dilakukan;

h. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan
yang dilakukan terkait dengan kegiatan kegiatan tersebut; dan

1. wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan
apabila usaha dan/atau kegiatan vang dilakukan berubah

KELIMA : Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Siak menyampaikan laporan pelaksanaan
persyaratan dan kewajiban sebagaimana tersebut pada Diktum
KETIGA dan KEEMPAT, setelah pelaksanaan kegiatan kepada:

a. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
b. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera;
¢. Gubernur Riau;
d. Bupati Siak;
e. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak; dan
f. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Siak.
KEENAM . Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak

lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana
tercantum pada Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), wajib melaporkan kepada
instansi terkait sebagaimana tersebut pada Diktum KELIMA paling
lama 1 x 24 jam.

KETUJUH . Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Siak ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan
apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dan
larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

yang berlaku maka Izin Lingkungan yang diterbitkan batal atau
dicabut.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada Tanggal 29 November 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

H

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710715 199803 1 006
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